
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; =---- ~ 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di 
Sumatera Selatan (Lem_baran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor (3, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1821); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247-); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pokok- 
Pokok Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 dan Pasal 
126 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, serta 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, 
Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Tim Ahli Bangunan Gedung. 

KAB.UPATEN OGAN KOMERING ULU, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU 
NOMOR 6S TAHUN 2020 

BUPATI OGAN KOMERING ULU 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

Mengingat 

Menimbang 

. .,... 



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kahupaten 

Ogan Komering Ulu. 

Pasal l 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG TIM AHLI BANGUNAN 
GEDUNG. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 
Susun (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5252); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerinta.han Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679}; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang 
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan 

__ ~ Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5160); 

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
--~ Rakyat Nomor 11 f PR'FfMi-2{t-t-8---tentang-~~1"11'\:ehtHli:---~-'---- 

Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik 
Bangunan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 560); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 
5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 
Nomor 5). 
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3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu. 
4. Dinas Teknis adalah Dinas yang membidangi TABG 

Kabupaten Ogan Komering Ulu. 
5. Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari 

para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan 
gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam 
proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa 
penugasan terbatas, dan juga untuk memberik.an 
masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan 
bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya 
ditunjuk secara kasus per-kasus disesuaikan dengan 
kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut. 

6. Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya, yang 
selanjutnya disingkat TABGCB adalah tim yang terdiri 
atas TABG dan tenaga ahli pelestarian Bangunan Gedung 
cagar budaya untuk memberikan pertimbangan teknis 
dalam tahap persiapan, perencanaan teknis, 
pelaksanaan, pemanfaatan,dan pembongkaran 
Bangunan Gedung cagar budaya untuk IMB, perubahan 
IMB, SLF, rencana teknis perawatan, dan rencana teknis 
pembongkaran Bangunan Gedung. 

7. Tim Ahli Bangunan Gedung Hijau, yang selanjutnya 
disingkat TABGH adalah tim yang bertugas memberikan 
pertimbangan teknis dalam tahap pemrograman, 
perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, 
pemanfaatan, dan pembongkaran Bangunan Gedung 
Hijau untuk perizinan, pemenuhan kelaikan fungsi, dan 
sertifikasi Bangunan Gedung Hijau. 

8. Instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan 
gedung "adalah Instarrsryaitu dinas atau bidang-ya:ng- -~--- 
membina penyelenggaraan bangunan gedung. 

9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan 
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, 
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di 
dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat 
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian 
atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan 
usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan 
khusus. 

10. Bangunan Gedung tertentu adalah bangunan 
gedung yang digunakan untuk kepentingan umum 
dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam 
pembangunan dan/ atau pemanfaatannya membutuhkan 
pengelolaan khusus dan/ atau memiliki kompleksitas 
tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting 
terhadap masyarakat dan lingkungannya. 

11. Bangunan Gedung umum adalah bangunan gedung yang 
fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi 
keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya. 

12. Bangunan Gedung fungsi khusus adalah bangunan 
gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan 
tinggi untuk kepentingan nasional atau yang 
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18. Dokumen rencana teknis adalah rencana-rencana teknis 
arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal dan 
elektrikal, pertamanan, tata ruang, dalam bentuk gambar 
rencana, gambar detail pelak:sanaan, rencana kerja dan 
syarat-syarat administratif, syarat umum dan syarat 
teknis, rencana anggaran biaya pembangunan, dan/atau 
laporan perencanaan. 

19. Pertimbangan teknis adalah pertimbangan dari tim ahli 
bangunan gedung yang disusun secara tertulis dan 
profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis 
bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, 
pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran 
bangunan gedung. 

20. Dengar pendapat publik adalah forum dialog yang 
diadakan untuk mendengarkan dan menampung aspirasi 
masyarakat baik berupa pendapat, pertimbangan 
maupun usulan dari masyarakat umum sebagai 
masukan untuk menetapkan kebijakan pemerintah 
daerah/Pemerintah dalam penyelenggaraan bangunan 
gedung. 

17. 

penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat 
di sekitarnya dan/ atau mempunyai risiko bahaya tinggi. 

13. Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH 
adalah Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan 
Bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara 
signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber 
daya lainnya melalui penerapan prinsip Bangunan 
Gedung Hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam 
setiap tahapan penyelenggaraannya. 

14. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya 
disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah 
ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan tentang cagar budaya. 

15. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan 
pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis 
dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan 
pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan 
gedung. 

16. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah 
panduan rancang bangun suatu kawasan untuk 
mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat 
rencana program bangunan dan lingkungan, rencana 
umum dan panduan rancangan, rencana investasi, 
ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman 
pengendalian pelaksanaan. 
Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah perizinan yang 
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik 
bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, 
memperluas, mengurangi, danl atau merawat bangunan 
gedung sesuai dengan -persyaratan administratif- dan 
teknis yang berlaku. 
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a perguruan tinggi; 
b Asosiasi Profesi Khusus; 
c, masyarakat ahli; dan 

( 1) TABG dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati. 

(2) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
unsur: 

Pasal 4 

BAB IV 
UMUM 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tugas dan 
fungsi, ta.ta kelola, ta.ta cara penugasan, dan pelaksanaan 
tugas, serta pembinaan bagi TABG. 

Pasal 3 

BAB III 
RUANO LINGKUP 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terwujudnya 
bangunan gedung yang didirikan dengan memenuhi 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis 
bangunan gedung sesuai dengan fungsinya guna 
mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, sesuai 
dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan 
lingkungannya, yang diselenggarakan secara tertib untuk 
menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta 
terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan 
bangunan gedung. 

----~~ 

(l). Peraturan ~ap~tj ini d~~~~~dkan untuk menjadi ac.uan 
bagi Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan 
kebijakan operasional pembentukan dan penugasan 
TABG yang membantu Pemerintah Kabupaten dalam 
penyelenggaraan bangunan gedung. 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

21. Persetujuan rencana teknis adalah pernyataan tertulis 
tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam 
rencana teknis }?~n~~~ ~~~~g y~g telah 
<linilaild.ievaluasi. 

22. Pengesahan rencana teknis adalah pernyataan hukum 
dalam bentuk pernbubuhan tanda tangan pejabat yang 
berwenang serta stempel/ cap resmi, yang menyatakan 
kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetuJuan 
tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalarn 
rencana teknis bangunan gedung. 
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g penataan ruang; 
h lingkungan hidup; 

(7) Pejabat struktural dan fungsional dari instansi teknis 
terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dan 
huruf d dapat berasal dari instansi teknis bidang: 
a jalan; 

h perhubungan / transportasi; 
c.. telekomunikasi; 
d Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); 
e. pertahanan; 
f keamanan; 

__,_ (6) Unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf d meliputi: 

a pejabat struktural bidang tata bangunan/Bangunan 
Gedung pada dinas yang membidangi sub-urusan 

- - ~angunan Gectung; - - - ~- ~~ -- 

b pejabat fungsional Teknik Tata Bangunan dan 
Perumahan; 

c.. pejabat struktura1 dari instansi teknis terkait di 
daerah; dan/ atau 

d pejabat fungsional dari instansi teknis terkait di 
daerah. 

(5) Selain unsur masyarakat ahli sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c, anggota TABG dapat ditambahkan 
dari masyarakat ahli di luar bidang Bangunan Gedung 
dan masyarakat adat sepanjang diperlukan. 

(4) Keahlian di bidang Bangunan Gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat dipenuhi dari unsur 
perguruan tinggi, Asosiasi Profesi Khusus, dan/atau 
masyarakat ahli sesuai dengan kebutuhan clan 
ketersediaan sumber daya manusia. 

(3) 1'~G ~€~~gaj~~a: q!~~~4 ~~c:l~ ~y~t (~} h~s 
memiliki keahlian di bidang Bangunan Gedung yang 
meliputi: 
a arsitektur Bangunan Gedung dan perkotaan: 
b struktur dan konstruksi; 
c.. mekanikal dan elektrikal; 
d pertamanan/lanskap; 
e. tata ruang dalam/ interior; 
f keselamatan dan kesehatan kerja; dan/ atau 
g keahlian lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan 

fungsi Bangunan Gedung. 

d instansi pemerintah. 
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(3). ~~ ~~l~~~ tugas se~~g~ d~~l!<! ~~~ 
ayat ( 1), TABG menyelenggarakan fungsi: 
a pengkajian dokumen rencana teknis untuk Bangunan 

Gedung kepentingan umum cian/atau menimbulkan 
dampak penting terhadap lingkungan untuk 
penerbitan IMB; 

a perencanaan; 
b. pelaksanaan konstruksi; 
c. pemanfaatan; 
d pelestarian; dan 
e. pembongkaran. 

(2) Tugas TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi kegiatan: 

(1) TABG mempunyai tugas: 
a memberikan pertimbangan teknis kepada dinas yang 

menangani sub-urusan Bangunan Gedung dalam 
proses. ·penelitian dokumen rencana teknis untuk 
Bangunan Gedung kepentingan umum dan/ atau 
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan 
untuk penerbitan IMB; 

h memberikan masukan dalam penyelesaian masalah 
Penyelenggaraan Bangunan Gecfung kepentingan 
um um; 

c. memberikan pertimbangan tekrris terkait 
Penyelenggaraan Bangunan Gedµng Cagar Budaya 

- ~----·~~-....._,_se agaf TABGCB-daii/ataUBangunan Gedung Hija""-u--- 
sebagai TABGH; dan 

d memberikan masukan dalam penyusunan dan/ atau 
penyempurnaan peraturan perundang-undangan 
terkait Bangunan Gedung. 

Pasal 5 

BABV 
TUGAS DAN FUNGSI TABG 

(8) TABG sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) dikelola oleh 
dinas yang membidangi sub-urusan Bangunan Gedung. 

L perhubungan; 
J. keba.karan; 
k ketenaga.kerjaan; 
1 energi dan sumber daya mineral; 
m komunikasi dan informatika; 
n kesehatan; dan/ atau 
o. ketenteraman dan ketertiban umum serta 

pelindungan masyarakat. 



(2) Kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menugaskan bidang yang menangani sub-urusan 

( 1) Kepala dinas yang menangani sub-urusan Bangunan 
Gedung bertindak sebagai penanggung jawab 
pelaksanaan pengelolaan TABG. 

Pasal 6 

Bagian Kesatu 
Pelaksana Pengelolaan TABG 

BAB VI 
TATA KELOLA TABG 

(6) Dalam melakukan pengkajian dokumen rencana teknis 
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. 

a kondisi yang ada; dan 
b program yang sedang atau akan dilaksanakan di 

--- - lo-Kasi, melalfii lokasi, 'atau : cleKa:t dengan =lokasl' 
rencana Bangunan Gedung untuk kepentingan umum 
yang dimohonkan IMB. 

( 5) Dalam melakukan pengkajian dokumen rencana teknis 
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a, TABG dari unsur instansi yang menangani sub- 
urusan Bangunan Gedung dan instansi teknis terkait 
memberikan · masukan "data dan/atau informasi 
terhadap: 

( 4) Dalam melakukan pengkajian dokumen rencana teknis 
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a, TABG dari unsur Asosiasi Profesi Khusus 
dan/ atau unsur perguruan tinggi melakukan pengkajian 
terhadap: 
a pemenuhan perizinan dan/ atau rekomendasi teknis 

lain dari instansi berwenang; 
b, pemenuhan persyaratan tata bangunan; dan 
c. pemenuhan persyaratan keandalan Bangunan 

Gedung. 

h pengkajian dan analisis dalam penyelesaian masalah 
Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk 
~Qeg~gg~ ~!!!'!~ ~~~4_~~~ ~~~g l_{_~~lj_~ ~;;lp 
anggota; 

c. pengkajian dan analisis dalam Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung Cagar .Budaya sebagai TA.BOCH 
dan/ atau Bangunan Gedung Hijau sebagai TABGH; 
dan 

d pengkajian dan analisis dalam penyempurnaan 
peraturan perundangan terkait Bangunan Gedung. 

-8- 



Pelaksana pengelola TABG memfasilitasi pelaksanaan tugas 
dan fungsi TABG yang meliputi penyediaan: 
a. ruang sidang atau rapat; 
b. konsumsi sidang atau rapat; 

Pasal 8 

(4) Basis data TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dimutakhirkan jika terdapat perubahan terkait 
pembentukan TABG, perpanjangan masa kerja TABG, 
berakhirnya masa kerja TABG, pemberhentian TABG 
dan/ atau data ketersediaan ahli Bangunan Gedung. 

(3J Pengelolaan oasis data TABG sebagairnana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf e merupakan penghimpunan seluruh 
data TABG aktif dan data ahli Bangunan Gedung yang 
pernah diangkat sebagai TABG. 

(2) Tata surat menyurat dan administrasi lainnya 
_sebagaiman_~__d-Pnaksud pada ayat (1) huruf -0 meliputi _ 
semua dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi TABG. 

(1) Administrasi pengelolaan TABG sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi: 
a. penyiapan surat penugasan anggota TABG; 
b. penyiapan honorarium TABG; 
c. pendokumentasian pelaksanaan tugas T ABG; 
d. penyiapan tata surat menyurat dan administrasi 

lainnya; dan 
e. pengelolaan basis data 'PA.BG dan pelaporan basis 

data TABG kepada Bupati. 

Pasal 7 

Bagian Kedua 
Administrasi Pengelolaan TABG 

(4) Penanggung jawab pelaksanaan pengelolaan TABG 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan masa 
kerja paling lama 15 (lima belas). hari kerja sejak 
mendapatkan penugasan dari Bupati dalam 
menyampaikan usulan anggota TABG. 

(~) :P~~~ pep:_ge!~!~~ T~G ~ebagaj~~ di~~~1¥1 
pada ayat (2) memiliki tugas: 
a melaksanakan administrasi pengelolaan TABG; 
h membentuk TABG; dan 
c. mengawasi kinerja pelaksanaan tugas TABG. 

Bangunan Gedung sebagai pelaksana pengelolaan TABG. 
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(7) Bentuk dan besaran honorarium T ABG ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(6) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5.) 
diberikan sesuai dengan beban kerja dan pembiayaannya 
mengacu pada standar biaya orang per bulan dan/ atau 
orang per jam yang berlaku di Kabupaten tempat TABG 
bertugas. 

(5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf 
c terdiri atas: 
a honorarium orang per bulan; dan/atau 
h honorarium orang per jam. 

a sewa ruang; 
l'.l penggand:~aan dokumen; dan/ atau 
c konsumsi. 

(4) Biaya sidang dan rapat TABG sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b merupakan pembiayaan 
penyelenggaraan sidang TABG meliputi: 

(3) Biaya operasional pelaksana pengelolaan TABG 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan 
untuk: 
a operasional pelaksana pengelolaan TABG; 
b pengelolaan basis data ahli Bangunan Gedung; 
c honor pelaksana pengelolaan TABG; 
d pengadaan peralatan; dan 
e. pengadaan alat tulis kantor. 

(2) Biaya penyelenggaraan TABG sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
dinas yang menangani sub-urusan Bangunan Gedung. 

( 1). Biaya penyelenggaraan TABG meliputi: 
a biaya operasional pelaksana pengelolaan TABG; 
b. biaya sidang dan rapat TA.BG; 
c honorarium TABG; dan 
d biaya perjalanan dinas TABG. 

Pasal 9 

c. bahan/materi sidang atau rapat; dan 
d. peralatan penunjang tugas dan fungsi TABG. 
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Persyaratan calon anggota TABG meliputi: 
a warga negara Indonesia; 
b, berkelakuan baik dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

Pasal 11 

b. fotokopi nomor pokok wajib pajak perseorangan; 
c. sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli yang 

dikeluarkan oleh lembaga sesuai dengan peraturan 
perundang=undangan untuk unsur Asosiasi Profesi 
Khusus; 

d, surat keterangan bebas narkoba yang masih berlaku; 
e. surat keterangan catatan kepolisian yang masih 

berlaku; dan 
f pasfoto berwarna ukuran 3 cm (tiga sentimeter) x 4 cm 

(empat sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar. 

(4) Pengusulan calon anggota TABG kepada pelaksana 
pengelolaan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilakukan melalui surat pengusulan dari 
perguruan tinggi, Asosiasi Profesi Khusus dan instansi 
pemerintah dilengkapi dengan dokumen berupa: 

(3) Perkiraan beban tugas TABG sebagaimana dimaksud 
pada ayat {2) huruf a dihitung berdasarkan perkiraan 
jumlah permohonan IMB Bangunan Gedung untuk 
kepentingan umum dalam tahun berjalan. 

(2) Penetapan Kriteria dan jumlah anggota TABG 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a dilakukan 
berdasarkan pertimbangan terhadap: 
a. perkiraan beban tugas TABG; 

b. pemenuhan unsur T ABG; dan 
c. efektivitas serta efisiensi pelayanan TABG. 

(1) Proses. pembentukan TABG meliputi tahapan: 
a penetapan kriteria dan jumlah anggota TABG oleh 

pelaksana pengelolaan TABG; 
- - - 

b. pengusulan calon anggota TABG kepada pelaksana 
pengelolaan TABG; 

c. pengusulan calon anggota TABG menjadi anggota 
TABG dari kepala dinas kepada Bupati; dan 

d penetapan anggota T ABG. 

Pasal 10 

Bagian Ketiga 
Pembentukan TABG 
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(2) Dalam hal verifikasi usulan calon anggota TABG 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak 
memenuhi kriteria dan dokumen sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4J, pelaksana 
pengelolaan TABG meminta usulan calon pengganti 
kepada perguruan tinggi. 

(1) Pengusulan calon anggota TABG sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat ( 1) huruf b yang berasal dari unsur 
perguruan tinggi dilakukan melalui tahapan: 
a permintaan calon anggota TABG kepada perguruan 

tinggi sesuai dengan kemampuan di bidang Bangunan 
Gedung yang dibutuhkan; dan 

h verifikasi usulan calon anggota TABG dari unsur 
perguruan tinggi oieh pelaksana pengefoiaan 'PAHG. 

Pasal 13 

( 4) .Dalam hal tmS~ peF~~~ tingg:h ~\.!! ~o~~as~ Profesi 
Khusus, dan unsur masyarakat ahli di dalam Kabupaten 
tidak memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) kepala dinas yang membidangi Bangunan 
Gedung dapat mengirimkan surat permintaan kepada 
Asosiasi Profesi Khusus di wilayah lain dengan 
mempertimbangkan efektivitas dari efisiensi. ~- 

(3) Komposisi keanggotaan TABG ditetapkan dengan 
ketentuan jumlah anggota TABG dari unsur perguruan 
tinggi, unsur Asosiasi Profesi Khusus dan unsur 
masyarakat ahli paling sedikit sama dengan jumlah 
gabungan anggota T ABG dari unsur dinas yang 

·menangani sub-urusan Bangunan Gedung dan instansi 
teknis terkait. 

(2) Jumlah anggota TABG ditetapkan dalam jumlah gasal. 

( 1) Susunan keanggotaan TABG terdiri atas: 
a ketua merangkap anggota TABG (ex offido) dari unsur 

instansi pemerintah yang menangani sub- urusan 
Bangunan Gedung; 

h wakil ketua merangkap anggota T ABG dipilih dari 
unsur perguruan tinggi; dan 

c. anggota T~G. 

Pasal 12 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau 
lebih; 

c. memenuhi kriteria; dan 
d bebas narkoba, yaitu tidak pernah terbukti sebagai 

pengguna dan/atau pengedar narkoba. 
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(3) Dalam hal Kabupaten tidak memiliki perguruan tinggi 
yang memiliki jurusan arsitektur, sipil, mesin dan elektro 
di Kabupaten, kepala dinas yang membidangi Bangunan 

(2) Dalam hal Kabupaten tidak memiliki Asosiasi Profesi 
Khusus pada tingkat Kabupaten, kepala dinas yang 

bid . B G d d girimk mem 1. iangi tangunan e ung apat men · an surat 
permintaan kepada Asosiasi Profesi Khusus di wilayah 
lain dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi. 

(1) Pengusulan calon anggota TABG menjadi anggota TABG 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c 
melalui cara: 
a pelaksana pengelolaan TABG menyampaikan usulan 

calon anggota TABG kepada kepala dinas sebagai 
penanggung jawab pelak:sana pengelolaan TABG; 

b kepala dinas menyampaikan usulan calon anggota 
TABG kepada Bupati. 

_,__ 'Co Pa~a.114 

(6) Pengusulan calon anggota TABG sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang berasal dari unsur 
instansi pemerintah dilakukan melalui: 
a pengusulan calon anggota TABG dari unsur instansi 

pemerintah yang menangani sub-urusan Bangunan 
Gedung oleh kepala dinas yang menangani sub- 
urusan Bangunan Gedung; dan 

h permintaan calon anggota TABG dari unsur instansi 
pemerintah yang berasal dari instansi teknis terkait 
oleh kepala dinas yang menangani sub-urusan 
Bangunan Gedung. - 

(5) Pengusulan calon anggota TABG sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat ( 1) huruf b yang berasal dari unsur 
masyarakat ahli dilakukan oleh kepala dinas yang 
~~g~ ~l::l:~-l::1:~~~ ~~@~~ q~~l::1:~g. 

(4) Dalam hal verifikasi usulan calon anggota TABG 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak 
memenuhi kriteria dan dokumen sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4), pelaksana 
pengelolaan TABG meminta usulan calon pengganti 
kepada Asosiasi Profesi Khusus. 

(3) Pengusulan calon anggota TABG sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang berasal dari unsur 
~~~~~~~ P~Gf~~~ ~Y:~l::l:~ dilalru:~ ~~!~1:1~ ~~E~; 
a permintaan calon anggota TABG kepada Asosiasi 

Profesi Khusus sesuai dengan kemampuan di bidang 
Bangunan Gedung yang dibutuhkan; dan 

h verifikasi usulan calon anggota TABG dari Asosiasi 
Profesi Khusus oleh pelaksana pengelolaan TABG. 
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{2) Dalam hal anggota TABG diberhentikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), penanggung jawab pelaksana 
pengelolaan TABG melaporkan dan dapat menyampaikan 
usulan penggantinya kepada Bupati. 

(1) Anggota TABO dapat diberhentikan dari keanggo.taannya 
jika: 
a. meninggal dunia; 
b. mengundurkan diri; 
c. berhalangan tetap; atau 

d. penyesuaian jumlah anggota TABG. 

Pasal 17 

( 1) Penanggung jawab pelaksana pengelolaan TABG dapat 
melakukan penyesuaian jumlah anggota TABG yang 
meliputi: 
a penambahan anggota TABG; 
h pengurangan anggota TABG; dan/atau 
c. penggantlan anggota 'PABG. 

(2) Pefiambahan anggota TABG sebagairnaiia dima:Ksuap~ 
ayat (1) huruf amengikutt proses pembentukan TABG 
sebagaimana diatur dalam Pasal 10. 

Pasal 16 

{3_) Masa kerja TABG ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun 
dan dapat diperpanjang. 

(2) Keputusan penetapan anggota TABG sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat: 
a nama Iengkap dan gelar akademis; 
b unsur keanggotaan TABG; 
c. bidang keahlian; 
d pendidikan formal terakhir; 

e. tugas TABG; 
f masa berlaku; dan 
g pembiayaan. 

(1). Penetapan anggota TABG sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat ( 1) huruf d ditetapkan melalui Keputusan 
Bupati. 

Pasal 15 

Gedung dapat mengirimkan surat permintaan kepada 
perguruan tinggi lain dengan mempertimbangkan 
efektivitas Gian efisiensi. 
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(2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencantumkan: 
a koordinator tim; 
b, anggota tim; 

(1) Penugasan TABO mengacu pada tugas TABG 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) melalui 
surat penugasan dari kepala dinas yang membidangi 
sub-urusan Bangunan Gedung kepada anggota TABG. 

Pasal 20 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Penugasan TABG 

B1\.B VIF 
TATA CARA PENUGASAN DAN PELAKSANAAN 

TUGASTABG 

(4) Dalam hal pelaksana pengelolaan TABG menemukan 
adanya konflik kepentingan pada anggota TABG dalam 

---~~ ~ - ~ menjalankan tugasnya, pelaksana pengelolaan TABG 
dapat mencabut dan menggantikan anggota TABG 
tersebut dengan anggota lainnya. 

(~l ~~ h~ ~~~ T~~G ~~~~~ ~~!W~ ~~~~~~ 
kepentingan terkait dengan penugasan anggota lainnya, 
anggota tersebut dapat meminta klarifikasi dalam rapat 
pleno. 

(2) Dalam hal anggota TABG mempunyai konflik 
kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
anggota yang bersangkutan harus mengundurkan diri 
dari penugasan tersebut. 

( 1) Anggota TABG tidak boleh mempunyai konflik 
kepentingan dalam menjalankan tugasnya. 

Pasal 19 

Pengawasan kinerja pelaksanaan tugas TABG oleh pelaksana 
pengelolaan TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (2) huruf c dilakukan terhadap pemenuhan pelaksanaan 
tugas TABG sesuai dengan surat penugasan yang diberikan 
oleh kepala dinas yang membidangi sub-urusan Bangunan 
Gedung. 

Pasal 18 

Bagian Keempat 
Pengawasan Kinerja Pelaksanaan Tugas TABG 

(3) Pengusulan pengganti sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) mengikuti proses pembentukan TABG 
~~~~g~~ <!~~ ~ p~~~ ~q. 
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(1) Tata cara penugasan TABG untuk penerbitan IMB 
-~~ meliputi: 

a Kepala Dinas yang menangani sub-urusan Bangunan 
Gedung melalui Pelaksana pengelolaan TABG 

~-- menugaskan anggota __ TABG ~erd.asar~an _...surat 
permintaan tim teknis dari dinas yang menangani 
urusan pelayanan perizinan; 

h pelaksana pengeioiaan TABG mengidentitikasi fungsi, 
klasifikasi, dan/ atau karakteristik Bangunan Gedung 
yang dimohonkan; 

c. pelaksana pengelolaan TABG menugaskan anggota 
TABG dengan mempertimbangkan kesesuaian antara 
kemampuan dan bidang keahlian setiap anggota 
TABG dengan fungsi, klasifikasi, dan/atau 
karakteristik Bangunan Gedung yang dimohonkan; 

d dalam hal proses penerbitan IMB untuk BGCB, 
penugasan TABG melibatkan tenaga ahli pelestarian; 

e. da1am ha1 proses penerbitan fMB untuk BGH, 
penugasan TABG melibatkan tenaga ahli Bangunan 
Gedung Hijau; dan 

f pelaksana pengelolaan TABG memfasilitasi 

Pasal 21 

Bagian Kedua 
Tata Cara Penugasan dan Pelaksanaan Tugas TABG untuk 

Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan 

(5) Koordinator tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a berasal dari bidang arsitektur. 

( 4) Tata cara penugasan terdiri atas: 
a tata cara pemberian pertimbangan teknis untuk 

penerbitan IMB; 
b, tata cara penugasan dan pelaksanaan tugas TABG 

dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan 
Bangunan Gedung kepentingan umum; dan 

c. tata cara penugasan dan pelaksanaan tugas TABG 
dalam penyusunan dan/ atau penyempurnaan 
peraturan perundangan terkait Bangunan Gedung. 

(3) Bidang keahlian atau tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan bidang 
keahlian untuk anggota TABG dari unsur perguruan 
tinggi, Asosiasi Profesi Khusus, masyarakat ahli, serta 
tugas dan fungsi untuk instansi pemerintah 

c. jenis penugasan; 
d masa penugasan tim; 
e. unsur atau instansi; dan 
f bidang keahlian atau tugas dan fungsi. 
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( 4) Pemeriksaan dan evaluasi dokumen rencana teknis 
terhadap kesesuaian dengan perizinan dan/ atau 
rekomendaai teknis lain dari instansi berwenang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

(3) Pemeriksaan dan evaluasi dokumen rencana teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 
terhadap kesesuaian dengan: 
a perizinan dan/ atau rekomendasi teknis lain dari 

instansi berwenang; 
h persyaratan tata bangunan; dan 
c. persyaratan keandalan Bangunan Gedung. 

(2) Pemeriksaan dan evaluasi dokumen rencana teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf' b dilakukan 
~~~g~ menggunakan Daftar Simak Pemeriksaan dan 
Evaluasi. 

( 1) Tahapan penelitian dokumen reneana teknis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi: 
a penerimaan penugasan beserta kelengkapan dokumen 

rencana teknis Bangunan Gedung yang dimohonkan 
IMB dari pelaksana pengelolaan TABG kepada setiap 
anggota T AB_G sesuai dengan bidang keahliannya; 

h pemeriksaan dan evaluasi dokumen rencana teknis 
oleh anggota TABG sesuai dengan bidang keahliannya; 
dan 

c. penyampaian hasil kesimpulan pemeriksaan dan 
evaluasi dokumen rencana teknis kepada koordinator 
TABG untuk dibawa ke tahapan sidang. 

Pasal 23 

Tata cara pelaksanaan tugas TABG untuk penerbitan IMB 
melalui proses pertimbangan teknis TABG yang meliputi 
tahapan: 
a penelitian dokumen rencana teknis; 
h sidang; dan 
c. rapat pleno. 

Pasal 22 

(2) ~~~fas~l~t~! :er~se~ :e~rti~~~g~ ~~is TA.SQ 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf fmeliputi: 
a penetapan jadwal; 
b. penyediaan tempat; 
c. penyampaian daftar undangan; dan 
d penyediaan konsumsi. 

penyelenggaraan proses pertimbangan teknis TABG. 
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(7) Persyaratan arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) huruf b rneliputi penampilan, tata ruang dalarn, 
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dengan 
lingkungan. 

(6) Persyaratan peruntukan dan intensitas Bangunan 
Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a 
rneliputi peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian, dan 
jarak bebas Bangunan Gedung sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata 
Ruang, dan/ atau Rencana Tata Bangunan dan 
Lingkungan. 

b. persyaratan arsitektur: dan 

c persyaratan pengendalian dampak lingkungan. 

Pemeriksaan dan evaluasi dokumen rencana teknis 
Bangunan Gedung terhadap kesesuaian dengan 
persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3} huruf b dilakukan untuk menjamin dokumen 
rencana teknis telah rnemenuhi persyaratan tata 
bangunan yang rneliputi: 

a persyaratan peruntukan dan intensitas Bangunan 
Ge dung; 

(5) 

m kebudayaan; 
n kelautan dan perikanan; 
a pariwisata; 
p perdagangan; 
q. perindustrian; dan 
r. kesehatan. 

a pekerjaan umum dan penataan ruang; 
h perumahan dan kawasan pennukiman; 
c ketenteraman dan ketertiban um um serta 

pelindungan masyarakat; 
d. pertananan; 
e. pemberdayaan masyarakat dan desa; 
f: sosial; 
g tenaga kerja; 
h perhubungan; 
L lingkungan hidup; 

J. kehutanan; 
k energi dan sumber daya mineral; 
1 komunikasi dan infonnatika; 

dilakukan untuk menjamin dokumen rencana teknis 
Bangunan Gedung telah memenuhi ketentuan peraturan 
2~10J.:~~~:!1g-l:l:~~~g~ ~~~~ait bidang: 
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( 3) Pemaparan dokumen rencana teknis oleh penyedia jasa 
perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a paling sedikit memuat substansi 
perencanaan dan perancangan: 

(2) Pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c dilakukan melalui: 
a pemaparari' dokinnen-rencma teknis oleh penyeaia 

jasa perencanaan konstruksi; 
h penyampaian tanggapan TABG terhadap pemaparan 

penyedia jasa perencanaan konstruksi; 
c penyampaian basil pemeriksaan dan evaluasi 

dokumen rencana teknis terhadap pemenuhan 
persyaratan dokumen rencana teknis oleh TABG; 

d diskusi; dan 
e. penetapan hasil sidang dalam berita acara. 

(1) Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b 
dilaksanakan dengan ketentuan: 
a anggota TABG rnelaksanakan sidang sesuai dengan 

jadwal yang telah ditetapkan oleh pelaksana 
pengelolaan TABG; 

h sidang dipimpin oleh koordinator TABG dan dihadiri 
oleh anggota TABG sesuai dengan penugasan oleh 
pelaksana pengelolaan TAB.G, penyedia jasa 
perencanaan konstruksi, dan pemohon IMB; 

c pelaksanaan sidang meliputi pembahasan pemenuhan 
persyaratan teknis · terhadap dokumen perencanaan 
teknis secara menyeluruh dan komprehensif; 

d. hasil sidang harus tertuang dalam berita acara sidang; 

e. sidang dilakukan secara musyawarah untuk mufakat; 
dan 

f hasil sidang dibawa ke rapat pleno untuk ditetapkan 
dalam surat pertimbangan teknis yang selanjutnya 
menjadi dasar penerbitan-IMB. · · · 

Pasal 24 

(8) Pemeriksaan dan evaluasi dokumen rencana teknis 
Bangunan Gedung terhadap kesesuaian dengan 
R~l"~Y~l"~~!l. ~~-~ ~a_~gt-1:!1~ Q-~dlJ:~g sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan untuk 
menjamin dokumen rencana teknis Bangunan Gedung 
telah memenuhi persyaratan keandalan Bangunan 
Gedung yang meliputi: 
a persyaratan keselamatan; 
h persyaratan kesehatan; 
c. persyaratan kenyamanan; dan 
d persyaratan kemudahan. 
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(2) Surat pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf c dapat berupa: 
a pertirnbangan teknis persetujuan penerbitan f-MB; 

a tau 
h pertimbangan teknis untuk tidak diterbitkan IMB 

dengan catatan perbaikan. 

( 1) Rapat pleno sebagairnana dimaksud dalam Pasal 22 
huruf c dilaksanakan dengan ketentuan: 

a anggota TABG melaksanakan rapat pleno sesuai 
dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pelaksana 
pengelolaan TABG; 

h rapat pleno dipimpin oleh ketua TABG dan dihadiri 
oleh seluruh unsur anggota TABG; 

c, pelaksanaan rapat pleno. meli_puti pengambilan 
--:-- "keputirsan am:u-penerapa:n-surat pertimoangalftelmis~-- 

yang bersifat final; 
d rapat pleno dilakukan secara musyawarah untuk 

mufakat; dan 
e. keputusan rapat pleno harus tertuang dalam berita 

acara rapat pleno TABG. 

Pasal 25 

(7) Dalam hal terdapat masalah yang tidak dapat 
diselesaikan dalam sidang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), pengambilan keputusan dibawa ke rapat pleno. 

( 6) Dalam hal setelah 3 (tiga) kali pemohon melalui proses 
pertimbangan teknis TABG dan mendapatkan surat 
pertimbangan teknis yang menyatakan bahwa dokumen 
rencana teknis belum memenuhi persyaratan, TABG 
dapat mengusulkan penggantian: 
a tenaga ahli penyedia jasa perencanaan konstruksi 

yang bersangkutan; atau 
h penyedia jasa perencanaan yang bersangkutan. 

(5) Diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
dilakukan oleh TABG dengan penyedia jasa perencanaan 
konstruksi dan pemohon IMB. 

( 4) Tanggapan dan hasil pemeriksaan dan evaluasi terhadap 
pemenuhan persyaratan dokumen rencana teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c 
disampaikan oleh TABG kepada penyedia jasa 
perencanaan konstruksi dan pemohon IMB. 

a arsitektur; 
h struktur; dan 
c utilitas. 
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(1) Tata cara penugasan TABG dalam memberikan masukan 
pada penyelesaian masalah Penyelenggaraan Bangunan 
Gedung kepentingan umum meliputi: 

a kepala dinas yang menangani sub-urusan Bangunan 
Gedung melalui pelaksana pengelolaan TABG 
menugaskan anggota TAB.G berdasarkan 
permasalahan yang muncul; 

b. pelaksana pengelolaan TABG mengidentifikasi 
masalah berdasarkan jenis dan kompleksitasnya; 

c. pelaksana pengelolaan TABG menugaskan anggota 
'PABG dengan mempertimbangkan kesesuaian antara 

Pasal 27 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Penugasan dan Pelaksanaan Tugas TABG dalam 

Penyelesaian Masalah Penyelenggaraan Bangunan 
Gedung Kepentingan Umum 

(3) Rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan di luar jadwal sidang dan rapat pleno yang 
sudah ditetapkan. 

{2) Dalam hal proses pertimbangan teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdapat permintaan dari 
pemohon IMB, pelaksana peng.elolaan TABG dapat 
mengatur rapat konsultasi dengan anggota TABG yang 
ditugaskan pada Bangunan Gedung yang dimohonkan. 

( 1) Dalam hal proses pertimbangan teknis TA,B_G 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan 
terhadap perbaikan dokumen rencana teknis, 
pernbahasan dilakukan terbatas pada catatan perbaikan 
yang termuat dalam berita acara sidang sebelumnya. 

Pasal 26 

(5) TABG bertanggung jawab terbatas pada substansi dari 
pertimbangan teknis yang tercantum dalam surat 
pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
{1) huruf c, sedangkan tanggung jawab dari desain 
perencanaan Bangunan Gedung tetap melekat pada 
penyedia jasa. 

(4) Catatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b harus bersifat konkret dan komprehensif serta 
tidak dapat diubah dan/ atau ditambah pada agenda 
sidang berikutnya. 

(3) Pertimbangan teknis persetujuan penerbitan IMB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa 
~~~Eul~ ~~~ p€r~~~g~ y~g ~~y~~~ ~~wa: 
dokumen rencana teknis Bangunan Gedung untuk 
kepentingan umum sudah memenuhi persyaratan. 
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(5) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d dilakukan melalui tahapan: 
a mengundang seluruh unsur TABG; 
h penyampaian masukan penyelesaian masalah oleh 

( 4) Penyusunan masukan penyelesaian masalah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan 
secara tertulis, 

( 3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada 
ayat .(J:}-huruf b dilakukan.melalui: - _ ~ -~~~ 
a. pemeriksaan visual; 
b. pengujian nondestruktif; dan/ atau 

c. pengujian destruktif. 

(2) Perencanaan penyelesaian masalah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dilakukan melalui: 
a identifikasiIingkup permasalahan; 
h penyusunan strategi; dan 
c penyusunan jadwal kerja. 

(1) Tata cara pelaksanaan tugas TA.BG untuk penyelesaian 
masalah penyelenggaraan Bangunan Gedung 
kepentingan umum meliputi tahapan: 
a perencanaan penyelesaian masalah; 
h pelaksanaan pengujian; 
c. penyusunan masukan penyelesaian masalah; dan 
d rapat pleno. 

Pasal 28 

(3) Fasilitasi proses penyusunan masukan oleh TABG 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf fmeliputi: 

a penetapan jadwal; 
h penyediaan tempat; 
c. penyampaian undangan; dan 
d penyediaan konsumsi. 

(2} Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat {ll 
ditetapkan dalam surat rekomendasi teknis penyelesaian 
masalah. 

kemampuan dan bidang keahlian anggota TABG 
dengan jenis dan kompleksitas masalahnya; 

d dalam hal permasalahan BGCB, penugasan TABG 
melibatkan tenaga ahli pelestarian; dan 

e.. dalam hal permasalahan BOH, penugasan TABO 
melibatkan tenaga ahli Bangunan Gedung Hijau. 

-22- 

-::. -- - --- - -- 



(1) Tata cara pelaksanaan tugas TABG untuk penyusunan 
dan/ atau penyempurnaan peraturan perundang- 
undangan terkait Bangunan Gedung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui tahapan: 

Pasal 30 

Tata cara penugasan TABG untuk penyusunan dan/atau 
penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait 
Bangunan Gedung meliputi: 
a. kepala dlnas yan.g mefian.gan.i sub-urusan Ban.gun.an. 

Gedung meminta pengusulan kepada pelaksana 
pengelolaan TABG untuk penugasan anggota TABG; 

h pelaksana pengelolaan TABG mengidentifikasi substansi 
peraturan perundang-undangan; 

c pelaksana pengelolaan TABG mengusulkan anggota TABG 
dengan mempertimbangkan kesesuaian antara 
kemampuan dan bidang keahlian setiap anggota TABG 
dengan substansi peraturan yang sedang disusun 
dan Zatau disempurnakan; 

--- - ---=--- - ~ --- ~ -- --:-- 

d dalam hal penyusunan danj atau penyempurnaan 
peraturan perundangan terkait BGCB, penugasan TABG 
melibatkan tenaga ahli pelestarian; dan 

e. dalam hal penyusunan dan/ atau penyempurnaan 
peraturan perundangan terkait BGH, penugasan TABG 
melibatkan tenaga ahli Bangunan Gedung Hijau. 

Pasal 29 

Bagian Kelima 
Tata Cara Penugasan dan Pelaksanaan Tugas TABG 
untuk Penyusunan dan/ atau Penyempurnaan Peraturan 

Perundang- undangan Terkait Bangunan Gedung 

(6) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dilaksanakan dengan ketentuan: 
a anggota TABG melaksanakan rapat pleno sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pelaksana 
pengelolaan TABG; 

h rapat pleno dipimpin oleh ketua TABG dan dihadiri 
oleh seluruh unsur anggota TABG; 

c pelaksanaan rapat pleno rneliputi pengambilan 
keputusan atau penetapan surat pertimbangan teknis 
yang bersifat final; 

d rapat pleno dilakukan secara musyawarah untuk 
mufakat; dan 

e. keputusan rapat pleno harus tertulis da1am berita 
acara. 

TABG dalam rapat pleno; dan 
c penetapan surat rekomendasi teknis oleh ketua TABG. 
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Ketentuan mengenai contoh dan format surat dalarn 
Penyelenggaraan TABG yang terdiri atas: 
a pengelolaan basis data TABG dan pelaporan basis data 

TABG kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal-7--cayat-{1) huruf e,-~ - -- -'= - - ,._-=- -~~ 

h contoh format surat dalam proses pembentukan TABG 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); 

c tata cara pembentukan TA.BG sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 10, kriteria calon anggota TABG sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 huruf c; 

d tata cara penugasan dan contoh surat penugasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; 

e. Daftar Simak Pemeriksaan dan Evaiuasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23; 

f contoh format berita acara sidang dalam proses 

Pasal 32 

(2) Dalam hal dilakukan pemberhentian anggota TABG 
sebagaimana ----dimaksud pada ayat ---(f)~ -- proses 
penggantiannya mengikuti ketentuan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 17. 

( 1) D~~ hal penanggung jawab pelaksana pengelolaan 
TABG memandang bahwa anggota TABG tidak 
melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga 
mengganggu layanan Pemerintah Ka bu paten, 
penanggung jawab pelaksana pengelolaan TABG dapat 
memberikan teguran, peringatan sampai dengan 
pemberhentian anggota TABG. 

Pasal 31 

(3) Dalam hal anggota TABG memandang penting untuk 
pelibatan keahlian di luar bidangnya, anggota TABG 
dapat mengusulkan untuk penambahan dan/ atau 
penggantian penugasan melalui laporan basil rapat 
pembahasan. 

(2) Penyampaian masukan dan/ atau tanggapan dalam rapat 
pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b dilakukan dengan ketentuan: 
a. masukan dan/atau tanggapan anggota TABG sesuai 

dengan bidang keahliannya; dan 
b. pertanggungjawaban TABG sebatas pada masukan 

dan/ atau tanggapan yang disampaikan. 

a. menghadiri rapat pembahasan; 
b. menyampaikan masukan dan/ atau tanggapan 

dalam rapat pembahasan; dan 
c. menyampaikan laporan basil rapat pembahasan. 
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Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 35 

,__--~~B IX _ ~ ~-~-::..-=-~~~--- 
KETENTUAN PENUTUP --~- 

(3) Kegiatan forumkomunikasi TABG sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) huruf b, meliputi: 

a diskusi terkait Standar Nasional Indonesia (SNI) 
terkini; 

h diskusi terkait penyelenggaraan Bangunan Oedung; 
dan 

c. diskusi terkait pengalaman nyata lapang.an. 

terkait peraturan 
pelaksanaan tugas 

a penyebarluasan informasi 
perundang-undangan terkait 
TABG; dan 

h fasilitasi forum komunikasi TABG. 

sebagaimana (2) Pembinaan kepada anggota TABG 
dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: 

(1) Pembinaan kepada TABG di daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan untuk 
meningkatkan kesadaran serta meningkatkan 
kemampuan dalam pe1aksanaan tugas dan fungsinya. 

Pasal 34 

Dinas yang menangani sub-urusan bangunan gedung 
melakukan pembinaan kepada TABG. 

Pasal 33 

BAB VIII 
PEMBINAAN 

pertimbangan teknis TABG sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24; 

g. format berita acara rapat pleno dalam proses 
pertimbangan teknis TABG sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25; dan 

h contoh format surat pertimbangan teknis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25; 

mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 
TAHUN 2020 NOMOR 6~ 

ARIS DAERAH 
t.P~~OMERING ULU, 

---~-- --~ Diundangkan di Baturaja 
pada tanggal, 2l ~bi-r 2020 

Ditetapkan di Baturaja 
pada tanggal, 21 ~~tier 202U__~· 

BUPATI OGAN KOMERING ULU 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 
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